
PERUBAHAN PERMEN OTK KEMENPPPA 
2023 
PERMEN PPPA NO. 5, BN 2023/NO.536, 11 HLM. 
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 
ABSTRAK  - bahwa untuk mengoptimalkan organisasi yang responsif, efektif, 

efisien, dan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan organisasi 
dan tata kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak serta dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, dibutuhkan penataan organisasi di 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
sehingga perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); 
UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah 
diubah dengan Perpres 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindaklanjut 
diintegrasikannya tugas dan fungsi Deputi Bidang Partisipasi 
Masyarakat ke dalam seluruh Kedeputian yang ada di lingkungan 
KemenPPPA.  

 
Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 

2023 
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat 

yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 887), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 
sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan ditetapkan pejabat barn 
berdasarkan Peraturan Menteri. 

 


